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PUTUSAN 

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Rgt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Sri Rejeki Widiyati binti Prayetno, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman Jl. KABUPATEN INDRAGIRI HULU, 

PROVINSI RIAU, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah membaca laporan Mediator tertanggal 03 Februari 2022 ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang; 

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 

tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Rengat dengan nomor register perkara 79/Pdt.G/2022/PA.Rgt, tanggal 25 

Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1983, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, 

Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta 

Nikah Nomor: 3/3/IV/83, tertanggal 30 Maret 1983; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Kedog Kulon, Kecamatan 

Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan terakhir tinggal di Jl. 

xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan Sungai Lala, 

Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx, hingga berpisah; 

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang 

bernama : 

a. Rabiatul Maimunah binti Machfud, 1985 

b. Muhammad Riau Rizki bin Machfud, lahir 17 Oktober 2002 

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun 

semenjak awal Tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: 

a. Bahwa Tergugat Suka Marah-Marah dan suka mengatai penggugat 

dengan kata-kata yang tidak-tidak; 

b. Bahwa Tergugat Tempramen; 

c. Bahwa Tergugat Cemburuan; 

5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

bulan Desember 2021 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi 

karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang 

tempramen, dan suka marah-marah dan sifat cemburu terggugat. 

Sehingga, Penggugat memutuskan untuk berpisah saja dari Tergugat; 

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah: 

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah 

adalah penggugat sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang; 

b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi; 

6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, 

namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi; 

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga 

yang sakinah mawaddah warahmah sehingga Penggugat sudah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama Rengat; 

8. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu 

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 

470/SKTM/2008/2022/02, yang dikeluarkan oleh Desa Kelawat serta 

diketahui oleh Camat Sungai Lala, tertanggal 04 Januari 2022; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, 

maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama 

Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk 

menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan 

Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas 

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

Primair: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat Machfud Bin Simun 

terhadap Penggugat Sri Rejeki Widiyati Binti Prayetno; 

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebankan 

seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2022. 

Subsidair: 

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang 

seadil-adilnya.” 

 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 

hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat dalam tiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;  

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk 

menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 

Februari 2022, ternyata mediasi untuk kasus perceraian tidak berhasil 

mencapai kesepakatan damai, namun untuk masalah Hak Asuh anak telah 

terdapat kesepakatan damai, yakni dengan kesepakatan sebagai berikut; 
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Pada hari ini, Kamis, tanggal 03 Februari 2022, bertempat di Ruang 

Mediasi Pengadilan Agama Rengat, dalam proses mediasi perkara perdata 

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Rgt antara: 

1. PENGGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di 

KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, 

sebagai  Penggugat, selanjutnya dalam kesepakatan ini 

disebut sebagai Pihak Kesatu; 

2. Machfud bin Simun, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. KABUPATEN 

INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, sebagai Tergugat, 

selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai 

Pihak Kedua; 

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan dibantu Mediaor Dra. 

Murawati, M.A., Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut 

dibawah ini mengenai akibat perceraian antara kedua belah pihak: 

Pasal 1 

− Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua 

akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama 

Muhammad Riau Rizki Al Muzakki, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 

2002 ; 

− Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, 

berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur 

sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh PIhak 

Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk 

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak 

tersebut; 

− Pertemuan dan interkasi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih 

dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua; 

Pasal 2 

Disclaimer
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Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara 

untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan 

putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu 

dikabulkan; 

Pasal 3 

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara 

mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan 

talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap ; 

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan 

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah 

memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Tergugat 

membenarkan Sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah Sebagian 

lainnya, terutama tentang penyebab Tergugat cemburu dan marah-marah 

kepada Penggugat, hal tersebut karena tindakan Penggugat sendiri yang telah 

selingkuh dengan laki-laki lain, dan mengenai perceraian maka Tergugat 

pasrah saja jika memang Penggugat ingin bercerai ; 

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dupliknya menyatakan bahwa 

Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ; 

Bahwa kemudian Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa 

Tergugat pasrah jika memang Penggugat ingin bercerai dari Tergugat ; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A.  Bukti Surat: 

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402116711690001 atas 

nama Sri Rejeki Widiyati, tanggal 29 Nopember 20123, yang 

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Disdukcapil) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh 

Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);  
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2.   Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/83 Tanggal 30 Maret 1983 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turen, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah 

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh 

Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);  

B.  Bukti Saksi: 

1.  SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam,  pekerjaan xxxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU., di muka sidang saksi 

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama 

Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah  pada 

tanggal 30 Maret 1983 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;   

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 

Rabiatul Maimunah binti Machfud, 1985 dan Muhammad Riau Rizki 

bin Machfud, lahir 17 Oktober 2002; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun 2003 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

pertengkaran;   

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan 

karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah  

sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah 

tidak bersatu lagi;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Disclaimer
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- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  

2.  SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi 

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama 

Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah yang menikah  pada tanggal 30 Maret 1983 di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turen, Kabupaten 

Malang, Provinsi Jawa Timur;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 

Rabiatul Maimunah binti Machfud, 1985 dan Muhammad Riau Rizki 

bin Machfud, lahir 17 Oktober 2002 ; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  sejak tahun 2003 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah  sejak Desember 2021 sampai 

dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah bersatu lagi;   

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tempramen 

dan cemburuan ;   

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   

− Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;  
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya ; 

Bahwa selanjutnya majelis juga telah mendengarkan keterangan 1 (satu) 

orang saksi yang dihadirkan di persidangan, yang bernama ; 

- SAKSI 3, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat 

tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxx, di muka sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka 

adalah suami istri;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah yang menikah  pada tahun 1983 di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 

Timur;  

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 

Rabiatul Maimunah binti Machfud, 1985 dan Muhammad Riau Rizki 

bin Machfud, lahir 17 Oktober 2002 ; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran  sejak tahun 2003 yang mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat sudah  sejak Desember 2021 sampai 

dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah bersatu lagi;   

− Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat telah 

selingkuh dengan laki-laki lain ;   

− Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat telah menerima laki-laki lain 

di rumah di saat Tergugat sedang tidak berada dirumah/bekerja 

dengan alasan bahwa laki-laki tersebut adalah saudaranya, 

padahal setelah diselidiki ternya bukan saudara Penggugat ; 
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− Bahwa terhadap masalah Penggugat ini pihak desa dan 

masyarakat sekitar telah memanggil laki-laki tersebut, dan ia 

mengakui dan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat lagi ; 

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;   

− Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;   

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan 

bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan 

untuk berdamai agar tidak bercerai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim 

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yakni Dra. 

Murawati, M.A/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun upaya perdamaian 

tersebut berhasil sebahagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 
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Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian upaya perdamaian tidak 

berhasil namun berkenaan dengan akibat perceraian antara Penggugat dan 

Tergugat telah mencapai kesepakatan damai terutama tentang hak Asuh anak 

atas nama Muhammad Riau Rizki Al Muzakki, laki-laki, lahir pada tanggal 17 

Oktober 2002 oleh Tergugat  ; 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana 

telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan  

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan 

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat 

perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila 

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan 

pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati 

kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 03 

Februari 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak 

ketiga; dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat 

dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat 

kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum 

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan 

tersebut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang 

tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 
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 Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, 

hal mana didasarkan kepada maksud  Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah 

dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan 

lagi; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat 

dalam jawabannya mengakui Sebagian dalil gugatan Penggugat dan 

membantah Sebagian lainnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis 

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, 

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut 

menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 

285 R.Bg bahwa Bukti P tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai 

akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa 

Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa bukti 
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tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, 

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 adalah 

keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, 

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 2 adalah 

keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, 

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan  didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti 

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak 

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa kedua saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang diajukan 

Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara lex spesialis 

bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua 

Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 

1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di 

bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada 

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 

R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana 

dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya menghadirkan 1 

(satu) orang saksi yang bernama SAKSI 3, yang merupakan tetangga terdekat 

Penggugat dan Tergugat ; 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Tergugat hanya 

satu orang, maka majelis menilai bahwa satu orang saksi bukanlah saksi 

(unnus testis nullus testis), sehingga dengan demikian keterangan saksi 

tersebut dipandang tidak dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya 

di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah 

diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian 

yang sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 

pada tanggal 30 Maret 1983 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; 
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2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Rabiatul 

Maimunah binti Machfud, 1985 dan Muhammad Riau Rizki bin Machfud, 

lahir 17 Oktober 2002; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 

hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar; 

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

disebabkan karena Bahwa Tergugat Suka berta kasar terhadap 

Penggugat, bahwa Tergugat Tempramen dan Tergugat Cemburuan 

tanpa alasan yang jelas. 

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat 

dan Tergugat sudah pisah  sejak bulan Desember 2021 dan selama itu 

pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak 

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; 

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan 

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat 

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan 

Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan 

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah yang menikah secara agama Islam; 

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage 

breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat 
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sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar 

tweespalt); 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  

5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan 

yang melawan hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat 

mengkonstituir sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami 

isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan 

Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sehingga 

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan 

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang 

merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak 

saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat 

dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, 

pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak 

mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan 

bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat 

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan 
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pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Mar’atu baina al 

Fiqhi Wa al-Qanuni, karya Dr. Musthafa As Siba’i yang diambil alih menjadi 

pendapat Hakim yang berbunyi: 

 

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan 
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan 
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak 
dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya 
mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang 
membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, 
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan 
perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan 
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam 
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh 
ketenangan dan kedamaian." 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma 

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya 
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan 
suami istri antara mereka berdua”; 

 Bahwa juga dalam Kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang diambil alih 

menjadi pendapat Majelis sebagai berikut: 
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Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka 

hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak 

satu; 

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga 

yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan 

menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan 

memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak 

madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling 

meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal 

Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada 

mendapatkan kemaslahatan sebagaiman kaidah ushul fikih yang berbunyi 

sebagai berikut: 

  المصالح جلب  على  مقدم  المفاسد  درأ

Artinya: “Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan 
kemaslahatan” 

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara 

Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi 

tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha 

menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk 

ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun 

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis 

berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk 

dirukunkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran 

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya 

sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi 

kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, bila suami istri dalam 

kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan dan pertengkaran yang 

terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil 

merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah 

tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Rgt 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu 

suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua 

belah pihak jauh dari rasa tentram; 

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi religius, perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai 

fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu 

adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling 

melindungi tidak terpenuhi lagi,  

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah pisah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi 

hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, 

rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah 

mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih 

terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri 

sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi 

Hukum Islam tidak terpenuhi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan 

Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan 

Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara a 

quo patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka 

petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain 

shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak 

melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum 
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Islam, oleh karena itu majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan 

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain 

shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk 

dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad 

nikah baru; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka 

Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali  

suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b juncto Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

Pasal 153 ayat  (2)  huruf b ; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, 

namun berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Rengat maka 

biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 

2021 sebagaimana dalam diktum putusan ini  

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini: 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan 

hasil kesepakatan damai tanggal 03 Februari 2022 ; 

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat 

puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat 

Tahun Anggaran 2021; 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 
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Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh 

kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti 

dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan 

dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota 

 

 

 

Dra. Hj. Dewi Warti 

Ketua Majelis 

 

 

 

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si 

 

Hakim Anggota 

 

 

 

Dra. Murawati, M.A. 

 

  

 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Hertina, B.A. 

 

Perincian Biaya: 

1. Proses  : Rp.    50.000,00 

3. Panggilan  : Rp.  250.000,00 

4. Meterai  : Rp.    10.000,00 

Jumlah  Rp.  340.000,00  

     (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) 
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Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Rgt 
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